
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah,
penganggaran Dana BOS seharusnya sudah tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Mumi tahun berkenaan, tapi pada kenyataannya Dana
BOSTahun Anggaran 2020 belum ada teranggarkan dalam
APBDMumi Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020, maka dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
alokasi Cadangan DAK Fisik Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2020 akan dianggarkan dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBDTahun Anggaran 2020;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III
Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nomor : 8-281/PK/2020 tanggal 09 Juli 2020 hal
Penyampaian Rincian Alokasi BOKTambahan TA2020 dan
Pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dimohon agar segera
mencantumkan pagu alokasi tersebut dalam perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDTahun
Anggaran 2020 mendahului Peraturan Daerah tentang
APBDPerubahan Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BABV Pasal 12 ayat
(1) dan (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

BUPATITABAWNG,

Menimbang

PERUBAHANKEENAMATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR
50 TAHUN2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR ..15 TAHUN2020

TENTANG

j SALINAN ]



31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 99);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danjatau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 476);

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten TabaIong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tabun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 15);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa
pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk
mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak
Terduga;

e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran pada Perangkat Daerah, usulan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan
pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tabun 2010 tentang Perubaban Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Alruntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020
Nomor 155);

27. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19),sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tabun 2020 tentang Perubaban Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019
(COVID-19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan
KeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun
2011 Nomor310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tabun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor33);
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73.772.914.250,00
9.603.882.000,00
15.050.000.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri
atas:
a. Pendapatan

1. Pendapatan AsliDaerah
a) Pendapatan Pajak Daerah Rp
b} Hasil Retribusi Daerah Rp
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp

Pasall

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana
telah diubab beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15
Tabun 2020 tentang Perubaban KelimaAtas Peraturan Bupati Tabalong Nomor50
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 15)
diubah sebagai berikut:

Pasall

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEENAMATAS
PERATURANBUPATITABALONGNOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTabun 2019 Nomor04);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongTabun 2019 Nomor09);

41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tabun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (Berita Daerab
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor86);

42. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
87);

43. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 53); sebagaimana telab diubab
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubaban Kelima Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tabun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 15);
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yang Dipisahkan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 57.824.310.000,00

yang Sah
Jumlah Pendapatan AsHDaerah Rp 156.251. 106.250,00

2. Dana Perimbangan
a) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Rp 359.673.626.000,00

Pajak
b) Dana Alokasi Umum Rp 461.740.456.000,00
c) Dana Alokasi Khusus RJ2 159.079.632.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Rp 980.493.714.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah Rp 43.746.200.000,00
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 80.745.502.080,00

dan Pemerintah Daerah Lainnya
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 153.522.004.000,00

Khusus
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 278.013.706.080,00
yang Sah

Jurnlah Pendapatan Rp 1.414.758.526.330,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 532.087.372.300,00
b) Belanja Bunga Rp 2.262.500.000,00
c) Belanja Hibah Rp 38.085.390.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 20.894.601.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsij Rp 8.340.000.000,00

Kabupaten/Kota dan. Pemerintah
Desa

f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 190.119.593.800,00
ProvinsijKabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

g) Belanja Tidak Terduga RJ2 159.976.754.256,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 951.766.211.356,50

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 91.893.863.595,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 232.156.193.480,50
c) Belanja Modal RJ2 233.721.447.898,00
Jurnlah Belanja Langsung Rp 557.771.504.973,50

Jumlah Belanja Rp 1.509.537.716.330,00

Surplus I (Defisit] -Rp 94.779.190.000,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp 45.279.190.000,00
Tahun Anggaran Sebelurnnya

b) Penerimaan Pinjarnan Daerah RJ2 59.500.000.000,00
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ANANG SYAKHFIANI

BUPATI 'J'ABALONG,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal ~B J I)Ii :;2.0~O

Pasal II

(1) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perubahan Keenam atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal4

4. Ketentuan Pasal4 ayat {2}diubah sehingga Pasa14 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Keenam atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPD
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasa13

Perubahan Keenam atas Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
~piran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ml.

Pasal2

2. Ketentuan Pasal 2 diu bah sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut:

Rp

Rp

Rp

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan
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104.779.190.000,00

10.000.000.000,00

94.779.190.000,00

0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR :J..1

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ;28 JtJi" :2.0::20
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